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ABSTRACT

One of the problems in the guardian of supernatural marriage is
the guardian who is not known or cannot be present for sharia
reasons. This research uses literature research, or literature
research. This research is descriptive. The results of the author's
research show that the law against the marriage guardian of
Madzhab Shafi'i considers the supernatural guardian as a guardian
who lives far from the guardian of the judge or goes as far as 16
farshakh, or 88 kilometers. Therefore, if the guardian of the aqrab
is supernatural, the guardianship will pass to the guardian of the
judge, and the guardian of the ab'ad does not have the right to
marry him. The Compilation of Islamic Law (KHI), provides a
legal review of guardians. supernatural marriage. The similarity
between the opinion of the Shafi'i School and the KHI is that the
guardian of the judge is responsible for the guardian of the
supernatural marriage, and the two laws directly refer to all
guardians of the judge must fulfill the guardian of the nasab first,
the Compilation of Islamic Law (KHI) provides a legal review of
guardians. The supernatural matriage is as explained by the Shafi'i

madhhab.

Keywords : Unseen Marriage Guardian, Syafii Madzhab,
Compilation of Islamic Law

ABSTRAK

Salah satu permasalahan dalam Wali pernikahan ghaib adalah wali
yang tidak diketahui atau tidak dapat hadir karena alasan syat'i.
Penelitian ini menggunakan penelitan kepustakaan, atau penelitian
kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif melihat secara
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menyeluruh memeriksa topik pembahasan dari berbagai sumber,
dan kemudian menganalisis bahan pustaka yang terkait dengan
topik tersebut. Adapun hasil penelitian penulis bahwa hukum
terhadap wali pernikahan Madzhab Syafi'i menganggap wali ghaib
sebagai wali yang tinggal jauh dari wali hakim atau pergi sejauh 16
farshakh, atau 88 kilometer. Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal
23, ayat 1 dan 2, memberikan tinjauan hukum tentang wali. nikah
ghaib. Persamaan antara pendapat Mazhab Syafi'i dan KHI adalah
bahwa wali hakim bertanggung jawab atas wali pernikahan ghaib,
dan kedua hukum tersebut langsung mengacu pada Semua wali
hakim harus memenuhi wali nasab terlebih dahulu. Ada perbedaan
pendapat Madzhab Syafi'i menganggap wali ghaib sebagai wali
yang tinggal jauh dari wali hakim atau pergi sejauh 16 farshakh,
atau 88 kilometer. Oleh karena itu, jika wali aqrab ghaib, perwalian
akan berpindah ke wali hakim, dan wali ab'ad tidak memiliki hak
untuk menikahkannya. Dalam pasal 23, ayat 1 dan 2, KHI
memberikan tinjauan hukum tentang wali. nikah ghaib itu seperti
yang dijelaskan oleh mazhab Syaf1’i.

Kata Kunci : Wali pernikahan Ghaib1l, Sistem Hukum Islam
Syafi'i

PENDAHULUAN
Untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan,

wali mutlak harus ada. Akad nikah dilakukan oleh wali dan
pengantin  laki-aki, bukan pengantin  perempuan. Islam
mengizinkan wali untuk memutlakan akad pernikahan.Menikah
tanpa izin wali adalah haram, dan orang yang melakukannya dapat
dianggap berzina.! Ternyata Tidak semua orang cocok untuk
bertindak sebagai wali wanita terlepas dari kerabatnya. Pendapat
Dalam hal urutan laki-laki yang layak menjadi wali, para ulama

tidak setuju. Seperti yang dilakukan oleh madzhab Al Hanafiyah,

! Abi Abbas Syihabuddin, Rawaidn Ibnn Majjah Juz 1 ( Bairut; Darul
Kitab, tth), h. 269
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yang mengutamakan anak kandung sebagai wali dibandingkan
dengan ayahnya sendiri nikah.”

Salah satu permasalahan Dalam wali pernikahan, wali ghaib
adalah wali yang tidak diketahui atau tidak dapat hadir karena
alasan syar'i. Jika wali terdekat dan wali yang jauh memenuhi syarat
untuk hadir, wali terdekat yang berhak mengaqadkan pernikahan.’
Beberapa ulama mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan
bahwa wali yang ghaib apakah wali apa tinggal dengan orang-orang
di bawah perwaliannya atau sedang musafir sejauh 16 farshakh,
atau 88 kilometer, atau lebih jauh. Ukuran, menurut Hanafi, yang
dimaksudkan sebagai wali yang ghaib bukanlah jarak perjalanan
yang diperbolehkan untuk mengqashar sembahyang, tetapi dasar
dari hubungan yang sulit sehingga tidak mungkin diadak.*

Menurut Pada pasal 23 dari Kompilasi Hukum Islam, wali
hakim baru diizinkan untuk bertindak sebagai wali pernikahan jika
wali nasab tidak dapat atau tidak mungkin menghadiri pesta
pernikahan, tempat tinggal wali nasab tidak diketahui, wali nasab
ghaib atau adlal, atau wali nasab enggan untuk melakukan nikah.’

Untuk penelitian kepustakaan, metode penelitan kualitatif
digunakan Jenis data primer dan sekunder yang digunakan dalam

studi ini memiliki hubungan langsung dengan judul penelitian.

2 Rusdaya Basti, Figih Munakabat menurnt 4 Maghab dan Kebijakan
Pemerintah, h. 61

3 Soraya Devi, Wali Nikalh Urntan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam
Mazhab, (Aceh : Sahifah, 2017), h. 71

4 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakatta :
PT.Bulan Bintang, 2013), h.9

5 Kompilasi Hukum Islam Pasal 23

JURNAL USHULUDDIN Vol.19, No.1,Januari -Desember 2020 | 40



Arbi Aulia

bahan utama penelitian. Jenis data primer adalah buku-buku fikih,
undang-undang, Al-Quran, dan mengumpulkan buku tentang
hukum Islam, dan lain-lain. Jurnal yang berkaitan dengan judul,
buku tentang hak-hak istri dan perceraian, dan lainnya adalah
contoh data skunder yang dikumpulkan dan digunakan sebagai
pendukung penelitian. Penulis mengumpulkan data melalui studi
dan dokumentasi buku. untuk mendapatkan data dari sumber data
penelitian ini. Data tersebut diolah melalui pemeriksaan (editing),
penandaan (coding), dan rekonstruksi.
Pembahasan
A. Evaluasi Hukum Terhadap Wali pernikahan Yang

Ghaib Sesuai dengan Madzhab Syafi'i

Wali dapat berupa bapak atau orang yang menerima wasiat
darinya, anggota keluarga ashabah, yang memerdekakan budak,
penguasa, dan tuan budak. Akad nikah harus sah jika ada wali.®
Untuk menikah, calon mempelai wanita harus memiliki wali
pernikahan. Wali berfungsi sebagai Nikah hanya boleh dilakukan
oleh orang yang mengakadkan. Nikah yang tidak memiliki wali
tidak sah.’

Wali sangat penting untuk perkawinan, dan ulama
Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan yang tidak memiliki wali

bagi pihak perempuan adalah tidak sah menurut ulama Hanafiyah,

¢ Rusdaya Basri, Figih Munakabat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah, h.
17
7 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia, h. 73
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tetapi seorang wanita dapat mengawinkan dirinya sendiri.® Dalam
pandangan para mazhab Wali termasuk dalam dua kelompok: Wali
mujbir, atau wali yang tidak termasuk dalam kategori pertama,
tidak diizinkan untuk menikahkan orang yang berada di bawah
perwaliannya tanpa izin dan ridha mereka. Wali ghairu mujbir, atau
wali yang tidak termasuk dalam kategori pertama, juga dapat
menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa izin
dan ridha mereka. Namun, walinya harus tetap ada, tetapi tanpa
izin dan ridha walinya, dia tidak boleh menikah. Sementara itu, wali
ghairu mujbir adalah bapak dan kakek, serta mereka yang termasuk
dalam kategori ashabah, menurut madzhab Asy-Syaf i’ Untuk
berbagai alasan, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali adalah
syarat yang diperlukan untuk perkawinan yang sah, dan mereka
bahkan menganggap wali sebagai rukun perkawinan dalam QS An-
Nur [24] : 32

. 2 T s - 2 - - 2 _ E e £
FRAN S PRI EA S VRPN L

A fy B abimb e T L TR
Artinya: ‘Jika mereka Hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki
maupun perempuan, harus dikawinkan karena mereka
layak menikah. Jika mereka miskin, Allah akan
memberikan kekayaan kepada mereka dengan karunia-
Nya. Allah adalah pemberi yang luas dan Maha

55 10

Mengetahui.”.
Dalam QS Al-Baqarah [2] : 221 menyatakan didalamnya:

8 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Figih 4 Madgbab, Jilid 5 (Jakarta :
Pustaka Al-Kausar, 2017), h. 56

9 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Figih 4 Madzhab, Jilid 5, h. 57

10 Kementerian Agama RI, A/ Qur'an dan Terjemabnya, h. 15
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Artinya : “Jangan menikahi wanita musyrik sampai mereka menjadi

st
1

0T ) 05830 ATy

Kristen! Meskipun dia menarik hatimu, Sampai
Mereka beriman; mereka lebih baik daripada laki-laki
musyrik; jangan pula kamu menikahkan laki-laki
musyrik dengan perempuan yang beriman. Allah

mengarahkan manusia ke neraka dan surga dengan
911

1zin-Nya.
Keberadaan wali: Para ulama setuju bahwa wali adalah

syarat untuk pernikahan, dan pernikahan tanpa wali tidak sah. Wali
dipilih berdasarkan siapa yang paling berhak dan memenuhi syarat,
yaitu mereka yang memiliki hubungan dekat dengan wali keluarga
yang paling kuat. Tidak peduli apakah itu sehat akal atau tidak,
Menurut Ulama Hanafiyah dan Syi'ah tidak membutuhkan wali
untuk mengakadkan pernikahan anak-anak.”” Menurut ulama
Syafiiyah dan Hanabilah, wali menjalankan setiap akad perkawinan,
tidak peduli apakah Wanita itu dewasa, anak-anak, janda, atau

perawan. Imam Balik menyatakan bahwa wali adalah bagian

penting dari sautu perkawinan, dan Menurut ulama Zhahiriyah,

11 Kementerian Agama RI, ALQur'an dan Terjemabnya, h. 15
12 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Figih 4 Mazhab, h. 18
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wali diperlukan untuk wanita yang terlalu muda atau tidak sehat.
Namun, bagi perempuan yang sudah dewasa, wali diperlukan."

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa urutan wali pernikahan
dimulai dengan bapak, kakek (bapaknya bapak), dan kemudian
bapak. Jika dua kakek berkumpul, kakek yang paling dekat
dengannya akan dipilih sebagai wali. Ada juga anak laki-laki paman
dari pihak bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki
sebapak, dan anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Papa dari
pihak bapak memiliki paman dari pthak paman. ibunya dan paman
kakeknya. Jika pria, perwalian diberikan kepada orang yang
memerdekakan, Kemudian, jika ada, ashabahnya; jika tidak ada,
hakim yang berhak menikahkan karena nasab dan kemerdekaan."
Wali ghaib adalah wali yang tidak diketahui atau tidak dapat hadir
karena alasan syar'i."”

Menurut mazhab Syafi'i, Wali ab'ad, masafah al-qashar,
yang tidak diketahui, dan wali aqrab ghaib jauh tidak diizinkan
untuk menikahkannya."

Imam Nawawi mengutip pendapat berikut dari Imam Syafi'i dalam

kitab Al-Majmm’ Syarhul Muhadzdzab:
B0 Bk g 1S cesy A Sasg OV O s 5 O sl B8

J 28 Y Y0 56 S of s 4T 2 Vg ipm sl O 033k 28 0

13 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Figih 4 Mazhab, h. 19

14 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Figih 4 Mazhab, h. 22

15 BEdy Suwanto, Pernikahan Melalui Media Elektronik, (Jawa Barat : Adanu
Abimata, 2022), h. 69

16 Syaikh Abdurrahman Al-Juzaiti, Figih 4 Mazhab, h. 29
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Artinya: “ Jika seorang wanita memiliki dua ayah dan kakek, dan
kakeknya adalah satu-satunya yang tinggal setelah
ayahnya meninggal. Selanjutnya, wanita itu meminta
kakeknya mengawinkannya. Perwalian tidak pindah
kepada kakek jika sang ayah (mafqud) tidak diketahui
apakah dia ada atau mati. Hanya sejumlah kecil orang
yang dapat mengawinkan wanita itu karena dia masih
mewarisi perwalian sang ayah. Hakim memutuskan
bahwa nikah itu sah jika sang ayah mengawinkan
perempuan itu di tempatnya. Namun, karena dia tidak

dapat mengawinkan, hakim menggantikannya.”"’
Dengan mempertimbangkan Menurut Dalam penjelasan
Imam Nawawi sebelumnya, jelas bahwa wali dapat menjadi wali
pernikahan seorang wanita yang ingin menikah dengan walinya.
meskipun tidak diketahui keberadaannya atau apakah dia masih
hidup. Hak perwaliannya tidak diberikan kepada orang lain yang
memiliki kemampuan untuk menjadi wali pada urutan berikutnya.
jika dia tidak hadir saat ijab kabul. Akibatnya, dalam kasus di mana
wali tidak memiliki kemampuan untuk mengawinkan, perkawinan

dengan penguasa sebagai walinya, atau wali hakim, tetap dapat

dilakukan.'®

17 Yahya bin Syarah An-Nawawi, A-Majmu’ Syahrul Mubadzdzab, (Jeddah
: Maktabah Al-Irsyad,tth), Juz XXVII, h, 259
18 Yahya bin Syarah An-Nawawi, A/-Majmu’ Syahrul Mubadzdzab, h. 260
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Karena wali adalah syarat nikah, pernikahan yang dilakukan
tanpa izin atau wali yang sah. Urutan yang didasarkan pada bukt
telah ditetapkan oleh para ulama. Wali hakim yang lebih jauh atau
wali nasab dapat bertindak sebagai pengganti wali yang
bersangkutan jika mereka tidak ada atau tidak memenuhi syarat
untuk itu. Meskipun demikian, hak kewalian ini tidak dapat
dialihkan karena sudah diatur dengan cara apa pun. Pernikahan
dengan wali hakim harus dilakukan dalam dua kasus, menurut Al-
Imam Abdurrahman As-Suyuthi. Pertama, wali tidak ada, baik
secara syariat maupun secara murni. Misalnya, jika salah satu
anggota keluarga yang paling dekat tidak memiliki hak untuk
menjadi wali karena status mereka hanya sebagai ayah angkat, ayah
tiri, atau ayah kandung yang sah, atau jika wali saat ini masih kecil
atau mengalami gangguan jiwa, mereka dianggap ketiadaan wali
secara syariat. Selain itu, tidak jelas di mana wali berada dan apakah
dia hidup atau meninggal. Jika sesecorang memiliki wali yang
ambigu seperti ini, mereka harus mengambil tindakan pertama. Jika
tidak ada informasi yang tersedia, pernikahan diatur oleh ketua
hakim. Karena ketidakjelasan tersebut, kewalian setelah itu tidak
diberikan kepada wali tambahan. Akibatnya, kewaliannya tetap
melekat padanya sampai dia dialihkannya kepada wali hakim.
Ketiga, selama haji dan umrah, wali berada dalam thram. Keempeat,
wali menolak menikahkan, juga dikenal sebagai "adhal".

Menurut Wali adhal adalah wali yang menolak menikahkan
anak  perempuannya dengan pria yang sekufu sesuai

permintaannya, meskipun anak perempuan itu sehat, sudah balig,
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dan memiliki calon suami yang sekufu yang sangat dicintainya.
Kelima, jika wali bepergian jauh dan jarak mereka lebih dekat
daripada jarak yang diizinkan untuk meng-qashar shalat, mereka
harus meminta izin wali terlebih dahulu. Karena status mereka
mirip dengan orang yang hadir, mereka harus meminta izin wali
sebelum melakukannya. sebelumnya. Keenam, wali rasa takut dan
ketakutan karena dia ditahan dan dilarang dihadirkan oleh orang-
orang yang tinggal di dekatnya. Pernikahan masih dapat dilakukan
dengan wali hakim, mewakili kepada yang lain, atau di tempat
sendiri, seperti melalui alat komunikasi, dalam situasi seperti ini.
Ketujuh, wali bertindak sebagai tawari atau ta‘azzuz, yang masing-
masing berarti bersembunyi ketika diminta hadir ke akad nikah.
berarti tidak hadir meskipun telah berjanji untuk hadir. Ia tidak
secara eksplisit menolak untuk menikah. Keduanya, penerima
nikah adalah wali. Wali sepupu adalah contoh. meskipun tidak ada
wali nasab atau wali yang memiliki status yang sama. Jika
pernikahan tetap dilakukan, wali dan pengantin pria akan bertindak
sebagai penerima akad. Wali kesembilan akan menikahkan seorang
perempuan dengan anak laki-lakinya; tidak ada wali yang sederajat
atau wali yang jauh; karena wali tidak dapat menerima pernikahan
untuk anak-anak, satu wali harus menjadi penerima nikah dan wali
yang menikahkan. adalah kufur, dan tidak ada yang lain. Terlepas
dari kenyataan bahwa wanita yang akan dinikahkan harus beragama
Islam. Pernikahan perempuan tersebut diselenggarakan oleh wali

hakim."

19 Al-Imam Abdurrahman As-Suyuthi, A~Miftah i Babin Nikab
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Menurut Madzhab Syafi'i, nikah seorang perempuan batal
jika walinya yang jauh tidak hadir. Jika walinya yang terdekat ghaib,
wali berikutnya tidak berhak mengaqadkannya, dan hakim yang
bertanggung jawab untuk mengaqadkannya. Setuju dengan Abu
Hanifah, Imam Malik mengatakan bahwa perwalian dapat
berpindah ke wali yang lebih jauh jika tidak ada wali yang lebih
dekat.”

Menurut Madzhab Hanafi, masafah qashar shalat, yang
dalam fiqih disebut sebagai dua marhalah sejauh perjalanan unta
dalam satu hari atau empat bulan menurut Madhab Syafi'i, tidak
dapat digunakan untuk mengukur wali aqrab ghaib. jika wali aqrab
ghaib, karena hubungannya sulit. Jika diminta untuk
mempertimbangkan wali ghaib atau menunggu kedatangan mereka,
pernikahan akan digagalkan juga. Selain wali ab'ad, wali hakim pada
saat itu tidak memiliki hak perwalian.”'

Menurut madzhab Maliki, wali hakim bertanggung jawab
atas perwalian apabila wali mujbir ghaib tidak ada. Dalam hal ini,
ukuran ghaib adalah petjalanan unta selama empat bulan dan
keadaan pasangan. Jika ia khawatir tidak dapat mempertahankan
diri atau menentang keinginan orang untuk menikah karena biaya
hidup, misalnya, jika wali dekat tetapi tidak diketahui di mana dia
tinggal, wali dianggap jauh, dan hakim dapat menikahkan calon

mempelai. Namun, jika wali mujbir ditahan atau sakit gila, hakim

20 Syaikh Abdurrahman Al-Juzaiti, Figib 4 Madzhab, Jilid 5, h. 31
21 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, h. 33
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tidak dapat menikhakannya kecuali dengan izin wali. Jika wali
masih kecil, pikun, atau hamba, wali ab'ad bertanggung jawab.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa
madzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa karena ghaib yang
jauh tidak menggugurkan perwalian jika tidak ada wali. Di sisi lain,
madzhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa ghaib yang jauh
dari wali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali pernikahan
hakim mengambil alih posisi wali karena tugasnya yang sulit dan
berat. Tidak adanya wali aqrab dianggap sama dengan tidak adanya
wali. Selanjutnya, perwalian diberikan kepada wali ab'ad.

Tinjauan Hukum terhadap: Madzhab Syafii menyatakan
bahwa wali pernikahan yang ghaib adalah orang yang tinggal sejauh
16 farshakh atau 88 kilometer, sedang musafir, atau berada di
bawah tempat perwalian wali. Oleh karena itu, Perwalian akan
diberikan kepada wali hakim jika wali aqrab ghaib., dan Wali
Abd'ad tidak memiliki hak atas perwalian menikahkannya.

B. Tinjauan Hukum Terhadap Wali pernikahan Yang

Ghaib Sehubungan dengan Buku Hukum dalam

Islam (KHI)

Pengadilan Agama Indonesia menggunakan Kompilasi
Hukum Islam sebagai hukum materiil. Kompilasi ini berasal dari
pendapat tentang hukum Islam yang dikompilasi dari kitab-kitab
figth yang berbeda. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang
disahkan pada 10 Juni 1991, terdiri dari 3 buku dan 299 pasal. Ini

22 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnab, tetj. Mahyuddin Shaf, Jilid VII, (Bandung :
PT al Ma’arif, 1998), h. 25
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berfungsi sebagai dasar hukum untuk membangun Kompilasi
Hukum Islam, Warisan, Perkawinan, dan Buku Perwakafan.”
Menurut pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI): Calon
mempelai wanita harus harus memenuhi syarat sebagai wali
pernikahan dalam perkawinan. Dengan kata lain, tidak mungkin
bagi seorang wanita untuk menikah tanpa persetujuan wali.**
Menurut Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk
menjadi wali pernikahan, seseorang harus laki-laki, beragama Islam,
berakal, dan berusia baligh. Pada ayat 20, ayat 1, disebutkan bahwa
hanya ada dua jenis wali pernikahan: wali nasab dan wali hakim.
Pada ayat 21, ayat 1, disebutkan bahwa empat kelompok wali nasab
terbagi menjadi empat kelompok terpisah berdasarkan urutan
kedudukannya. Kelompok pertama adalah wali pernikahan, dan
kelompok kedua adalah orang yang paling dekat dengan calon
mempelai wanita dibandingkan dengan kelompok pertama..””
1. Kelompok ayah, kakek, dan garis tegak lain-lain.
2. Keluarga paman terdiri dari saudara kandung ayah, saudara
seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah
kakek, dan keturunan laki-laki dari keluarga paman.
4. Grup saudara kandung kakek terdiri dari saudara kandung
kakek dan saudara kandung kakek.”

2 Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dan Pasal
3, (Jakarta : Direktorat Bina KUA dan Keluarga sakinah, 2018), h. 5

24 Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 19

%5 Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 20

26 Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 21
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Ayat 2 hingga 4 membahas persyaratan Wali aqrab dan wali
ab'ad: Dalam kasus di mana beberapa wali memiliki hak yang sama
untuk menjadi wali pernikahan, yang paling berhak menjadi wali
adalah orang yang paling dekat dengan calon mempelai wanita
dalam derajat kekerabatannya, seperti bapak dan kakek. Dalam
kasus di mana derajat kekerabatannya sama, kerabat kandung dari
kerabat yang hanya seayah disebut sebagai aqrab. Jika wali
pernikahan yang paling berhak (wali aqrab) tidak memenuhi syarat
sebagai wali pernikahan, menderita tuna wicara, tuna rungu, atau
sudah udzur, hak wali pernikahan berpindah kepada wali
pernikahan yang lain menurut derajat berikutnya (wali ab'ad), tetapi
wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali pernikahan setelah
Pengadilan Agama menetapkan wali adhal atau enggan.”’

Penulis mencapai kesimpulan bahwa, menurut Pada pasal
Menurut ayat 1 dan 2 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali
hakim baru dapat bertindak sebagai wali pernikahan jika wali nasab
tidak hadir, tidak dapat menghadirkannya, tempat tinggalnya tidak
diketahui, gaib, atau adhal, atau wali nasab menolak menikahkan.

C. Persamaan Dan  Perbedaan  Terhadap Wali
pernikahan Yang Ghaib Mazhab Syafi'i dan

Konsistensi Islamic Law (KHI)

Wali ghaib adalah wali yang tidak diketahui atau tidak dapat
hadir karena alasan syar'i. Jika wali terdekat dan wali yang jauh
ghaib, mereka berdua berhak mengaqadkan pernikahan. Menurut

Mazhab Syafi'i, wali hakim, dan Madhab Hanbali, wali aqrab ghaib,

27 Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 23
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atau masafah al-qashar, tidak boleh dinikahkan oleh wali ab'ad.,
yang jauh atau tidak diketahui keberadaannya, bertanggung jawab
atas perwalian. Namun, ghaib yang disebutkan jauh di sini sama
dengan masafah al-qashar.”® Wali pernikahan yang ghaib Wali,
Menurut Madzhab Syafi'i, itu tetletak di bawah atau sejauh 16
farshakh atau 88 kilometer dari tempat perwaliannya. Oleh karena
itu, Wali ab'ad tidak dapat menikahkan wali aqrab jika wali agrab
ghaib. Pasal 23 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali
pernikahan jika wali nasab tidak dapat menghadirkannya, tidak
tahu di mana dia tinggal, atau gaib atau adhal. Selain itu, jika wali
nasab tidak dapat menikahkan, wali nasab juga dapat menolak
menikahkan. Namun, setelah Pengadilan Agama menetapkan nama
wali adhal atau enggan, hakim baru dapat bertindak sebagai wali
pernikahan.

Adapun persamaan pandangan Kompilasi Hukum Islam
dan Mazhab Syafi'i (KHI) yaitu wali pernikahan ghaib sama-sama
jatuh ke wali hakim dan kedua hukum tersebut langsung jatuh
kepada wali hakim tanpa pengecualian harus memenuhi wali nasab
terlebih dahulu, karena Walaupun menurut mazhab hambali dan
hanafi ada keluarga wali ab'ad yang berfungsi sebagai wakil wali
ab'ad, wali nasab tidak dapat menikahkannya. Ayat 1 Pasal 23
Kompilasi Hukum Islam membahas hanya apakah wali hakim baru
dapat berfungsi sebagai wali. pernikahan atau tidak. Namun,

mazhab syafi'i dan Kompilasi Hukum Islamic lebih menguraikan

28 Syaikh Abdurrahman, Al-Juzairi, Figih 4 Madzbab, Jilid 5, h. 29
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pengertian wali pernikahan ghaib dan apakah wali tersebut harus
menerima kedudukan wali tersebut. dijelaskan secara detail wali
pernikahan ghaib itu seperti yang dijelaskan oleh mazhab Syaf1’i.
Penutup

Dari pemaparan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat
menympulakan bahwa Tinjauan Hukum terhadap wali pernikahan
Madzhab Syafi'i menganggap wali pernikahan yang ghaib sebagai
wali yang sedang musafir atau tinggal sekurang-kurangnya 16
farshakh, atau 88 kilometer. Akibatnya, Wali hakim akan menerima
perwalian jika wali aqrab ghaib, tetapi wali ab'ad tidak. memiliki
hak untuk menikahkannya. Tinjauan hukum terhadap Dalam
Menurut pasal 23, ayat 1 dan 2, Kompilasi Hukum Islam (KHI),
wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali pernikahan dalam
kasus di mana wali nasab tidak ada, tidak dapat menghadirkannya,
tempat tinggalnya tidak diketahui, atau adhal. Hakim baru dapat
bertindak sebagai wali pernikahan setelah Pengadilan Agama
menetapkan wali adhal atau enggan. menikah.

Persamaan pandangan Perpustakaan Hukum Islam dan
Mazhab Syafi'i (IKHI) yaitu wali pernikahan ghaib sama-sama jatuh
ke wali hakim dan kedua hukum tersebut langsung jatuh kepada
wali hakim tanpa pengecualian harus memenuhi wali nasab terlebih
dahulu, karena wali nasab tidak berhak untuk menikahkannya
walaupun ada keluarga wali 2b'ad yang menurut mazhab hambali
dan hanafi bisa diwakilkan wali ab’ad. Perbedaan pandangan Ayat
1 Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i hanya

membahas apakah wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali.
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pernikahan. Namun, mazhab syafii lebih memahami pengertian
wali pernikahan ghaib dan bahwa wali tersebut harus mengambil
alih posisi wali dijelaskan secara detail wali pernikahan ghaib itu

seperti yang dijelaskan oleh mazhab Syafii.
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